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ABSTRAK 

 Parliamentary threshold merupakan batas dukungan minimal suara kepada 

partai politik untuk menempatkan wakilnya di DPR. salah satu alasan yang 

mengemuka ketika parliamentary threshold diterapkan adalah dalam rangka 

penguatan sistem pemerintahan presidensial. Oleh karena itu penyusun mencoba 

mengkaji Urgensi Parliamentary Threshold dalam UU No. 8 Tahun 2012 terhadap 

sistem pemerintahan presidensial juga membahas mengenai konsep parliamentary 

threshold yang ideal terhadap sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan dengan melakukan 

deskriptis analisis yaitu mendeskripsikan dan menganalisis urgensi parliamentary 

threshold terhadap sistem pemerintahan presidensial. 

 Parliamentary threshold pertama kali diterapkan pada pemilu 2009 dengan 

besaran ambang batas 2,5 % yang menyebabkan dari 38 Partai Politik peserta pemilu, 

hanya 9 Partai yang lolos parliamentary threshold. Alasan utama parliamentary 

threshold adalah mengurangi jumlah Partai Politik secara alami di parlemen dalam 

rangka menguatkan sistem pemerintahan presidensial, karena kombinasi sistem 

multipartai dengan presidensial adalah bentuk kombinasi yang tidak sesuai, selain itu 

dalam pelaksanaan setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden tidak akan 

berjalan maksimal apabila partai-partai politik yang ada di dalam lembaga 

perwakalian berada dalam fragmentasi kepentingan yang terlalu bervariasi. Pemilu 

2014 pemerintah menaikkan ambang batas menjadi 3,5 %  yang diatur dalam Pasal 

208 UU No. 8 Tahun 2012 tetapi kurang efektif dalam menyederhanakan Partai 

Politik karena dari 12 partai politik peserta pemilu, 10 diantaranya dinyatakan lolos 

parliamentary threshold. Oleh karena itu perlu adanya pengaturan parliamentary 

threshold yang ideal dalam rangka menguatkan Sistem Pemerintahan Presidnesial.  

 Konsep parliamentary threshold yang ideal terhadap sistem pemerintahan 

presidensial adalah: Pertama, PT harus mampu mengakomodir semua golongan tanpa 

terkecuali. Kedua, menaikan besaran PT secara bertahap dan konsituen dari 3,5 % 

menjadi 5 %. Ketiga, mengakomodir suara yang tidak lolos parliamentary threshold 

melalui proses stembus accourd (penggabungan) terhadap partai politik peserta 

pemilu berdasarkan kesamaan ideologi dengan syarat-syarat tertentu untuk 

menghindari meningkatnya tingkat disproporsionalitas suara. Semoga kedepannya, 

pengaturan yang lebih komprehensif terkait dengan hal tersebut terus dilakukan 

dalam undang-undang pemilihan umum Indonesia untuk menciptakan pengaturan 

yang berkeadilan dan pembentukan hukum yang berkelanjutan. 
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MOTTO 

 

“Jangan menganggap diri kita tidak mampu  

sebelum mencoba untuk meraihnya,  

Karena selama orang lain bisa,  

maka kita juga pasti bisa.” 

 

“Berusaha dan berdo’a,  

Yakin Usaha Sampai.” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Salah satu peran penting dalam suatu Negara Hukum yang demokratis 

adalah adanya partai politik dan Pemilihan Umum (Pemilu).
1
 Partai politik  

merupakan sarana dalam perwujudan demokrasi yang dijamin dalam negara 

hukum, sebab partai politik dapat menjadi penghubung strategis antara negara 

dengan rakyat.
2
 Partai politik juga dapat menjadi alat bagi pemerintah dalam 

perwujudan welfare state
3
 sebagaimana tercantum dalam tujuan dan fungsi 

pembentukan partai politik yang terdapat dalam UU. No 2 Tahun 2008 tentang 

Partai Politik. 

 Pasca runtuhnya rezim Orde Baru pada 1998, pencarian jati diri demokrasi 

yang ideal dalam mewujudkan partisipasi publik semakin digalakkan oleh banyak 

elemen-elemen yang ada dalam masyarakat. Mulai dari masyarakat sendiri, 

dengan mendirikan kelompok-kelompok kajian demokrasi yang juga berfungsi 

sebagai sarana kontrol terhadap pemerintah. Demikian juga dengan pemerintah, 

                                                           
1
 Abdul Aziz Hakim, Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 172. 

2
 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara; Cet. Ke-VI, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2014), hlm. 401. 

3
 Welfare  State  adalah tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan warganya. 

Seperti dalam Encyclopedia Britannica, welfare  state  diartikan sebagai konsep pemerintahan 

dimana negara memainkan peran kunci dalam menjaga dan memajukan kesejahteraan warga 

negaranya. Dalam konteks ke-Indonesiaan, sebenarnya konsep Welfare  State  sudah ada sejak 

berdirinya NKRI yaitu yang terdapat dalam bunyi Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 

khususnya Alenia ke-IV. Lihat di Alfitri,  “Ideologi  Welfare  State  dalam  Dasar  Negara 

Indonesia:  Analisis  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Terkait  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional”, 

Jurnal  Konstitusi,  Volume  9. Nomor  3,  (September, 2012), hlm 454 dan 458. 

1 

 



2 
 

 

banyak kebijakan dan aturan-aturan (UU) yang dibuat dan dihasilkan dengan 

tujuan mewujudkan demokrasi. Adapun upaya pemerintah di antaranya:
4
 pertama, 

meng-amandemen UUD 1945, yaitu dengan menambah aturan-aturan yang belum 

jelas. Misalkan ditetapkannya sistem pemerintahan menjadi Sistem Presidensial,  

dengan diterapkannya sistem presidensial, demokrasi prosedural akan terlaksana 

melalui Pemilu sebagai persyaratannya, juga dijaminnya kebebasan berserikat, 

berkumpul, dan mengeluarkan pendapat (Pasal 28 UUD 1945) yang mewujud 

pada kebebasan pembentukan partai politik. Kedua, revitalisasi Undang-Undang 

Politik, diantaranya: dibuatnya aturan-aturan (UU) Pemilu yang berisikan sistem 

dan mekanisme Pemilu (UURI No.10 Tahun 2008 Jo UURI No.8 Tahun 2012), 

Undang-Undang tentang Partai Politik (UU No.2 Tahun 2008 Jo UU No.2 Tahun 

2011), dan Undang-Undang tentang Pemilihan Presiden (UU No. 42 Tahun 2008), 

Ketiga, menyelenggarakan pemilihan umum sebagai wujud realisasi revitalisasi 

beberapa Undang-undang politik dengan tujuan menentukan utusan-utusan partai 

yang akan duduk di kursi parlemen dengan mempertimbangkan kuota kursi, 

sehingga sistem presidensial yang diharapkan UUD 1945 terwujud. 

 Proses Pemilu secara langsung merupakan konsekuensi dari kesepakatan 

untuk menggunakan Sistem Pemerintahan Presidensial,
5
 dalam demokratisasi 

menuntut adanya partisipasi publik dalam rangka penyelenggaraan pemerintah. 

                                                           
4
 http://www.bantenhits.com/rumah-kata/opini/4945-demokrasi-dan-kedaulatan-rakyat-

tinjauan-ekonomi-demokrasi-dan-pemilihan-presiden-langsung.html dikases pada Senin, 24 Maret 

2014 Pukul 23.20. 
5
 Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial, kedudukan antara Presiden dan Parlemen 

adalah seimbang karena keduanya dipilih secara langsung oleh rakyat dan memiliki legitimasi 

kekuasaan yang sama. Lihat dalam Maswadi Rauf, dkk, Sistem Presidensial dan Sosok Presiden 

Ideal, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 28-48. 

http://www.bantenhits.com/rumah-kata/opini/4945-demokrasi-dan-kedaulatan-rakyat-tinjauan-ekonomi-demokrasi-dan-pemilihan-presiden-langsung.html
http://www.bantenhits.com/rumah-kata/opini/4945-demokrasi-dan-kedaulatan-rakyat-tinjauan-ekonomi-demokrasi-dan-pemilihan-presiden-langsung.html
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Termasuk mengenai banyaknya partai politik (multipartai) yang tidak lagi 

dibatasi. Oleh karena itu banyak bermunculan partai-partai baru ketika menjelang 

pemilihan umum yang nantinya akan ikut dalam kompetisi. Hal ini akan 

berimplikasi bahwa, pemerintahan tidak akan stabil dalam menjalankan tugasnya, 

karena ciri ideal dari sebuah sistem pemerintahan presidensial adalah adanya 

sistem multipartai yang sederhana. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah batasan 

partai mana yang dapat diikutsertakan dalam penghitungan suara di parlemen, 

salah satunya ialah dengan memasukkan parliamentary threshold atau ambang 

batas parlemen ke UU Pemilu dengan harapan agar penyederhanaan parpol 

dilakukan secara alamiah tanpa melalui penyederhanaan dengan paksaan seperti 

yang terjadi pada Orde Baru. 

 Parliamentary Threshold (PT) di Indonesia baru dilaksanakan pada 

Pemilihan Umum 2009 dengan besaran angka ambang batas 2,5% dan 

menghasilkan sembilan partai politik yang lolos Parliamentary Threshold. 

Berbeda dengan konsep Electoral Threshold dimana perolehan minimum kursi 

untuk duduk di lembaga parlemen dan juga secara otomatis dapat mengikuti 

pemilu berikutnya, pengaturan parliamentary threshold lebih kepada jumlah 

dukungan suara dalam batasan tertentu untuk diikutsertakan dalam perhitungan 

suara partai politik di parlemen.
6
 Hal ini sebagai bentuk komitmen pemerintah 

dengan maksud memoderenkan Parpol dan membuat Parpol dalam usaha mencari 

dukungan dari konstituen lebih serius dengan begitu legitimasi dari rakyat juga 

                                                           
6
 Joko J. Prihatmoko, Mendemokratiskan Pemilu dari Sistem Sampai Elemen Teknis, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 148. 
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lebih dapat dipertanggungjawabkan dan pada giliran berikutnya kerja parlemen 

akan lebih efisien karena penyederhanaan tersebut.  

 Walaupun dalam pemilu 2009 telah disepakati besaran ambang batas 

parlemen sebesar 2,5%, namun karena dipandang kurang efektif maka pemerintah 

berinisiatif untuk membuat Undang-Undang baru tentang Pemilihan Umum untuk 

merubah beberapa materi yang dianggap kurang efisien. Salah satunya adalah 

materi mengenai ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold) dengan 

menaikkan besaran ambang batas menjadi 3,5%. Adanya perubahan materi yang 

berkaitan dengan ketentuan besaran ambang batas parlemen (Parliamentary 

Threshold) menimbulkan sebuah permasalahan baru bagi golongan-golongan 

tertentu. Ini didasari bahwa dalam Undang-Undang Pemilihan umum yang baru 

ini yaitu Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 yang dijelaskan 

dalam Pasal 208 bahwa “Partai politik perserta Pemilu harus memenuhi ambang 

batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% dari jumlah suara sah secara 

nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD 

Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota”.  

 Undang-Undang Pemilihan Umum ini banyak mendapat kecaman dari 

berbagai pihak, bahkan ada yang menyebut ambang batas ini merupakan 

kejahatan luar biasa yang dilegitimasi DPR dan Pemerintah. Sejumlah partai 

politik pun kemudian melakukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi 

terhadap UU. No 8 tahun 2012 yang salah satunya adalah menyangkut ambang 

batas parlemen 3,5% yang ditentukan dalam Pasal 208 UU tersebut dengan 

pemberlakuan secara nasional. 
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 Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 52/PUU-X/2012  terkait 

gugatan Pasal 208 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2012, memutuskan bahwa angka 

3,5% pemberlakuan parliamentary threshold dalam Pasal 208 UU No. 8 Tahun 

2012  selain frase “DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota” sama sekali tidak 

bertentangan dengan UUD 1945, karena selain berlaku secara objektif bagi semua 

Parpol Peserta Pemilu dan keseluruhan para calon anggota DPR dari Parpol 

Peserta Pemilu, tanpa kecuali, juga tidak ada faktor-faktor pembedaan ras, agama, 

jenis kelamin, status sosial, dan lain-lain. MK juga juga sependapat dengan 

pandangan pemerintah, bahwa dalam rangka menguatkan sistem pemerintahan 

presidensial, maka dibutuhkanlah sistem multipartai yang sederhana. 

 Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka penulis merasa tertarik untuk 

membahas dalam sebuah penelitian dengan judul Urgensi Parliamentary 

Threshold dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan 

Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Terhadap Sistem  Pemerintahan 

Presidensial.  

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan 

permasalahan yang akan menjadi pokok penulisan yaitu sebagai berikut: 

1. Apakah urgensi Parliamentary Threshold terhadap sistem presidensial di 

Indonesia? 

2. Bagaimanakah Parliamentary Threshold yang ideal bagi Sistem 

Pemerintahan Presidensial di Indonesia? 
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C.  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 a. Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1.  Untuk mengetahui urgensi parliamentary threshold  terhadap 

Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia.  

2.  Untuk mengetahui parliamentary threshold yang ideal bagi 

Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia. 

 b. Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1.  Dalam tataran teoritis, penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat 

memberikan sumbangan pemikiran mengenai parliamentary 

threshold dan hubungannya terhadap sistem pemerintahan 

Presidensial di Indonesia. 

2.  Demikian pula dalam tataran praktis, penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan masukan dalam rangka pemahaman terhadap 

konsep parliamentary threshold dan hubungannya terhadap 

sistem pemerintahan presidensial di Indonesia.  

 

D. Telaah Pustaka 

 Untuk melakukan penulisan ini, penulis mengadakan pengamatan, mengkaji 

terhadap beberapa pustaka terdahulu yang relevan dengan topik yang akan diteliti 

dan yang  berhubungan dengan penelitian penulis, antara lain : 

 Buku Didik Supriyanto dan August Mellaz diterbitkan oleh PERLUDEM 

(Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) tahun 2011 dengan judul Ambang 
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Batas Perwakilan; Pengaruh Parliamentary Threshold Terhadap Penyeder-

hanaan Sistem Kepartaian dan Proposionalitas Hasil Pemilu.
7
 Buku ini terdiri 

dari beberapa Bab yang membahas mengenai ambang batas dan efektifitas 

pemerintahan pasca pemilu, yaitu melihat tentang penerapan ambang batas pada 

pemilu 2009 dan pelaksanaan pemerintahan setelahnya. Walaupun dalam buku 

hasil kajian ini terdapat pembahasan mengenai Parliamentary Threshold, namun 

berbeda dengan kajian yang penulis lakukan yaitu dengan fokus pada urgensi 

penerapan Parliamentary Threshold secara umum terhadap efektifitas Sistem 

Pemerintahan Presidensial. 

 Tulisan oleh Sunny Ummul Firdaus,
8
 Fakultas Hukum Universitas Sebelas 

Maret Surakarta yang dimuat dalam Jurnal Konstitusi Vol. 8 No. 2, April 2011 

dengan judul Relevansi Parliamentary Threshold terhadap Pelaksanaan Pemilu 

yang Demokratis. Dalam tulisan tersebut, Sunny menggambarkan bahwa relevansi 

parliamentary threshold dalam pelaksanaan Pemilu yang demokratis tidak dapat 

dilepaskan dari mekanisme dan alasan dalam menetapkan angka dalam ketentuan 

Parliamentary Threshold. Syarat untuk menentapkan ambang batas tidak semata 

mata berdasarkan sebuah alasan untuk memperkuat sistem presidensial yang telah 

dipilih oleh masyarakat Indonesia. Kehendak rakyat dalam hal ini jangan hanya 

diwakili oleh anggota parlemen yang saat ini menduduki kursi DPR. Jika Hal 

tersebut terjadi dikhawatirkan akan ada interest politik untuk memperkuat 

                                                           
7
 Didik Supriyanto dan August Mellaz, Ambang Batas Perwakilan; Pengaruh 

Parliamentary Threshold Terhadap Penyeder-hanaan Sistem Kepartaian dan Proposionalitas 

Hasil Pemilu, (Jakarta: Yayasan Perludem, 2011). 

8
 Sunny Ummul Firdaus, “Relevansi Parliamentary Threshold terhadap Pelaksanaan 

Pemilu yang Demokratis,” Jurnal Konstitusi, Vol 8 No.2 (April, 2011). 



8 
 

 

kedudukan partai politik yang saat ini menjadi anggota parlemen. Sedangkan 

dalam fokus skripsi penulis ini adalah apakah yang menjadi urgensi terhadap 

penerapan parliamentary threshold dan mencari formula parliamentary threshold 

yang cocok dengan sistem pemerintahan di Indonesia 

 Skripsi oleh Nur‟ Ainy Itasari yang diterbitkan oleh Institut Agama Islam 

Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2008 dengan judul Konsepsi 

Parliamentary Threshold Menurut UU No.10 Tahun 2008 (Tentang Pemilu 

Anggota DPR, DPD, dan DPRD) Serta Penerapannya Pada Pemilu 2009 Dalam 

Mewujudkan Demokrasi Konstitusional Di Indonesia (Studi Analisis Fiqih 

Siyasah).
9
 Dalam skripsi ini Nur‟ Ainy menjelaskan tentang perkembangan dan 

penerapan konsep Parliamentary Threshold di Indonesia pada Pemilu 2009 serta 

menganalisanya dengan pendekatan fikih siyasah. Berbeda dengan kajian diatas, 

penulis lebih membahas mengenai urgensi Parliamentary Threshold terhadap 

penerapan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. 

 Skripsi oleh Syifaul Qulub,
10

 yang diterbitkan oleh IAIN Sunan Ampel 

Surabaya tahun 2008 dengan judul Sistem Parliamentary Threshold dalam 

Pemilihan Presiden Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008 (Analisis Hukum Islam). 

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana sistem Parliamentary Threshold dalam 

pemilihan presiden menurut pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008. Bahwa penggunaan 

sistem Parliamentary Threshold dalam No. 10 tahun 2008 dalam pasal 202 ayat 

                                                           
9
 Nur‟ Ainy Itasari, “Konsepsi Parliamentary Threshold Menurut UU No.10 Tahun 

2008; Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Serta Penerapannya Pada Pemilu 2009 

Dalam Mewujudkan Demokrasi Konstitusional Di Indonesia; Studi Analisis Fiqih Siyasah,” 

Skripsi  IAIN Sunan Ampel Surabaya: (2008).  

10
 Syifaul Qulub, “Sistem Parliamentary Threshold dalam Pemilihan Presiden Pasal 9 

UU No. 42 Tahun 2008 ; Analisis Hukum Islam,” Skripsi  IAIN Sunan Ampel Surabaya ( 2008). 
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(1) (partai harus mencapai 2,5 % suara sah nasional sehingga bisa diikutkan dalam 

penentuan kursi DPR) merupakan ambang batas yang mana dalam konstalasi 

politik pemilu 2009 dalam hal ini merupakan langkah awal dalam pencalonan 

Capres-Cawapres. Oleh karena itu UU No. 42 Tahun 2008 tentang pemilu 

Presiden menyebutkan prosentase sebagai syarat pencalonan Presiden dan Wakil 

Presiden yakni 20% jumlah kursi atau 25% suara sah nasional. Dalam hal ini 

sistem dalam Pemilihan Presiden menggunakan ambang batas/prosentase. Kajian 

penulisan diata adalah lebih kepada perolehan suara partai politik untuk 

mencalonkan Presiden dalam pemeilihan umum, sedangkan yang sedang dikaji 

dalam penulisan ini adalah berapa angka ambang batas yang ideal terhadap 

penempatan perwakilannya oleh partai politik berdasarkan perolehan hasil pemilu.  

 Skripsi oleh Wahyu Hadi Purwanto pada Fakultas Hukum Universitas 

Sebelas Maret Surakarta tahun 2009 dengan Judul Tinjauan Yuridis Tentang 

Pengaturan Electoral Threshold dan Parliamentary Threshold menurut Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, 

DPRD.
11

 Dalam Skripsinya, Wahyu menjabarkan tentang pengaturan electoral 

threshold yang merupakan aturan ambang batas untuk rekrutmen peserta pemilu 

dari unsur parpol, kemudian ada tambahan aturan baru yang bermaksud 

menciptakan sistem kepartaian sederhana di Indonesia melalui parliamentary 

threshold yang merupakan aturan ambang batas perolehan suara parpol secara 

nasional dari pemilu untuk diikutkan perhitungan bagi mendapatkan kursi di DPR. 

                                                           
11

 Wahyu Hadi Purwanto, “Tinjauan Yuridis Tentang Pengaturan Electoral Threshold 

dan Parliamentary Threshold menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan 

Umum Anggota DPR, DPD, DPRD,” Skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta (2009). 
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Tujuan pengaturan dua ambang batas tadi untuk mengupayakan penyederhanaan 

jumlah parpol peserta pemilu, demi terciptanya parlemen dan pemerintahan yang 

stabil, efektifitas kerja parlemen. Berbeda dengan kajian tersebut, penulis selain 

mengkaji tentang urgensi penerapan ambang batas juga mencoba mengkaji 

tentang berapa angka batasan yang ideal terhadap penguatan sistem pemerintahan 

Presidensial di Indonesia. 

E Kerangka Teoritik 

Didalam penelitian ini, teori yang digunakan sebagai landasan dalam 

mengkaji permasalahn perihal urgensi parliamentary threshold terhadap sistem 

pemerintahan presidensial adalah teori tentang Negara hukum dan teori demokrasi 

1. Negara Hukum 

Dalam kepustakaan Indonesia istilah negara hukum merupakan terjemahan 

langsung dari pengertian rechtsstaat. Istilah ini mulai popular di Eropa sejak abad 

XIX meskipun pemikiran tentang itu sudah ada sejak lama. Istilah the rule of law 

mulai populer dengan terbitnya sebuah buku dari Albert Venn Dicey tahun 1885 

dengan judul Introductioan to the Study of Law of The Constitution. Dari dua 

konsep diatas ada perbedaan latar belakang dan sistem hukum yang 

menopangnya, meskipun pada masa sekarang pada dasarnya dua konsep tersebut 

mempunyai satu sasaran utama yaitu pengakuan dan perlindunagan terhadap hak-

hak asasi manusia, namun tetap karena dua konsep yang berbeda maka 

mempunyai sistem hukum masing- masing yang berbeda pula.
12

  

                                                           
12

 Ni‟matul Huda, Teori dan Hukum Konstitusi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2006), hlm. 73. 
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Konsep rechtsstaat lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme 

sehingga sifatnya revolusioner, sebaliknya konsep the rule of law berkembang 

secara evolusioner. Hal ini tampak dari isi atau criteria rechtsstaat dan kriteria the 

rule of law. Konsep rechtsstaat bertumpu atas sistem hukum kontinental yang 

disebut civil law, sedangkan konsep the rule of law bertumpu atas sistem hukum 

yang disebut common law. Karakteristik civil law adalah administratif, sedangkan 

karakteristik common law adalah judicial. Adapun ciri-ciri rechtsstaat adalah:
13

 

 (1)  Adanya Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang memuat 

ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat; 

 (2)  Adanya pembagian kekuasaan negara; 

 (3)  Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan masyarakat. 

Ciri-ciri di atas menunjukan bahwa ide sentral rechtsstaat adalah pengakuan 

dan perlindungan terhadap asas kebebasan dan persamaan. Adanya Undang- 

Undang Dasar akan memberikan jaminan konstitusional terhadap asas kebebasan 

dan persamaan. Adanya pembagian kekuasaan untuk menghindari penumpukan 

kekuasaan dalam satu tangan yang sangat cenderung pada penyalahgunaan 

kekuasaan yang berarti pemerkosaan terhadap kebebasan dan persamaan.  

Sedangkan menurut A.V Dicey dari kalangan ahli Anglo Saxon dalam 

Ni‟matul Huda memberikan ciri-ciri negara hukum (rule of law) sebagai berikut: 

(1)  Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenangwenangan, 

sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum; 

                                                           
13

 Ibid, hlm. 74. 
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(2)  Kedudukan yang sama di depan hukum baik bagi rakyat biasa maupun 

pejabat, ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum 

dan tidak adanya peradilan administrasi negara 

(3)  Terjaminnya hak-hak manusia oleh Undang-undang dan keputusan 

pengadilan.
14

 

 Jadi bila ditelaah baik dari sejarah tentang dua konsep negara hukum yang 

berkembang di peradaban dunia barat disertai dengan ciri-ciri dari negara hukum 

yang diungkapkan oleh beberapa sarjana di atas, bisa diperoleh suatu penjelasan 

bahwa negara hukum sebagai wadah hubungan antara negara dalam hal ini 

pemerintah dengan masyarakatnya baik dalam tataran konsep dan praksis untuk 

menjalankan kehidupan berkenegaraan yang diatur dengan aturan main yaitu 

berupa hukum, yang mana pemerintah sebagai legislator sekaligus yang 

menjalankan dan disisi lain masyarakat sebagai legitimator kekuasaan pemerintah 

yang masing-masing harus mematuhi aturan main tersebut. 

Salah satu asas dalam negara hukum adalah asas legalitas, yaitu bahwa 

tanpa adanya dasar aturan yang mengatur lebih dulu tentang suatu hal maka dalam 

konteks penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah tidak berwenang untuk 

melakukan tugas dan wewenangnya bahkan menyalahi aturan yang telah ada. 

Asas legalitas berkaitan erat dengan gagasan demokrasi dan gagasan negara 

hukum, gagasan demokrasi menuntut agar setiap bentuk Undang-Undang dan 

berbagai keputusan mendapatkan persetujuan dari wakil rakyat dan lebih banyak 

                                                           
14

Ni‟matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia. Edisi Revisi, Cet. Ke-VIII (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2013), hlm. 82-83. 
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memperhatikan kepentingan rakyatnya.
15

 Negara hukum sendiri menuntut agar 

penyelenggaraan negara oleh pemerintah harus didasarkan atas Undang-Undang 

sekaligus dengan memberikan jaminan terhadap hak dasar rakyat yang tertuang 

dalam UUD. 

2. Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat 

 Kata demokrasi pertama kali diperkenalkan oleh banggsa Yunani yaitu 

dengan pemerintahannya yang disebut demokratia yang berasal dari kata demos 

mempunyai arti rakyat, dan kratos/kratein mempunyai arti kekuasaan/berkuasa.
16

 

Jadi bila diartikan dari segi bahasa, demokrasi mempunyai arti rakyat yang 

berkuasa atau government of role by the people yang bisa diartikan dalam bahasa 

Indonesia kurang lebihnya yaitu pemerintahan yang berasal dari rakyat. Namun 

sistem tersebut berubah ketika munculnya Peradaban Romawi yang telah 

mewariskan hukum dan tertib hukum dengan menetapkan Raja sebagai Kepala 

Keluarga. Perlawanan rakyat terhadap kekuasaan raja yang mutlak kemudian 

memunculkan Teori tentang kedaulatan rakyat
17

. Pada tahun 1712-1778 Filsuf  

Perancis Jean Jacques Rosseau memformulasikan teori tentang kedaulatan rakyat 

yang merupakan respon secara radikal terhadap konflik sosial yang terjadi, 

pembagian dan ketidaksetaraan yang menjadi karakteristik dan merusak negara-

negara Eropa pada pertengahan abad ke 18. 

                                                           
15

 Ibid, hlm.  86. 

16
 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi. (Jakarta : Gramedia 

Pustaka Utama, 2008),  hlm. 105. 

17
 Jimly Asshiddiqie, Islam dan Kedaulatan Rakyat, (Jakarta. Gema Insani Press, 1995), 

hlm. 145. 
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Sementara itu Jimly Asshiddiqie mengatakan, bahwa dalam ilmu hukum 

dikenal adanya 5 (lima) teori atau ajaran mengenai siapa yang berdaulat itu
18

, 

meliputi: (1) Teori Kedaulatan Tuhan; (2) Teori Kedaulatan Raja; (3) Teori 

Kedaulatan Negara; (4) Teori Kedaulatan Rakyat; (5) Teori Kedaulatan Hukum. 

Lebih lanjut Jimly Asshiddiqie mengatakan, pertama, ajaran Kedaulatan Tuhan 

menganggap Tuhan sebagai pemegang kelanasaan tertinggi dalam Negara. Dalam 

prakteknya, kedaulatan Tuhan ini dapat menjelma dalam hukum yang harus 

dipatuhi oleh Kepala Negara atau dapat pula menjelma dalam kekuasaan raja 

sebagai kepala negara yang mengklaim wewenang untuk menetapkan hukum atas 

nama Tuhan. Kedua, ajaran Kedaulatan Raja beranggapan bahwa rajalah yang 

memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Raja bahkan dianggap sebagai 

pemimpin suci yang dipilih atau, seperti pandangan Romawi kuno, pemegang 

kedaulatan untuk rnenciptakan hukum dan sekaligus melaksanakannya. Ketiga, 

ajaran Kedaulatan Negara, adalah reaksi terhadap kesewenang-wenangan raja 

yang muncul bersamaan dengan timbulnya konsep negara bangsa dalam 

pengalaman sejarah Eropa. Masing-masing kerajaan di Eropa melepaskan diri dari 

ikatan negara dunia yang diperintah oleh raja yang sekaligus memegang 

kekuasaan sebagai Kepala Gereja. Keempat, setelah itu muncul pula ajaran 

Kedaulatan Hukum yang menganggap bahwa negara itu sesungguhnya tidaklah 

memegang kedaulatan. Sumber kekuasaan tertinggi adalah hukum dan setiap 

Kepala Negara harus tunduk kepada hukum. Kelima, kemudian muncul pula 

ajaran Kedaulatan Rakyat yang meyakini bahwa yang sesungguhnya berdaulat 

                                                           
18

 Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan 

Pelaksanaannya di Indonesia, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hlm. 10 
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dalam setiap Negara adalah rakyat. Kehendak rakyat merupakan satu-satunya 

sumber kekuasaan bagi setiap pemerintah.
19

 

Perwujudan kedaulatan rakyat selalu terkait dengan sistem demokrasi yang 

berlaku, karena itu Dahlan Thaib dengan mendasarkan pendapat Usep 

Ranuwidjaja mengatakan, pengaruh kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi 

dilembagakan melalui kaedah hukum: 
20

  

1.  Jaminan mengenai hak-hak asasi dan kebebasan manusia, syarat dapat 

berfungsi kedaulatan rakyat; 

2.  Penentuan dan pembatasan wewenang pejabat negara; 

3.  Sistem pembagian tugas antar lembaga yang bersifat saling membatasi 

dan mengimbangi (check and balance); 

4.  Lembaga perwakilan sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat dengan 

tugas perundang-undangan dan mengendalikan badan eksekutif; 

5.  Pemilihan umum yang bebas dan rahasia; 

6.  Sistem kepartaian yang menjamin kemerdekaan politik rakyat (multi 

atau dua partai); 

7.  Perlindungan dan jaminan bagi kelangsungan oposisi mereka sebagai 

potensi alternatif pelaksanaan kedaulatan rakyat; 

8.  Desentralisasi teoritik kekuasaan negara untuk memperluas partisipasi 

rakyat dalam pengelolaan negara; 

9.  Lembaga perwakilan yang bebas dari kekuasaan badan eksekutif. 

                                                           
19

 Ibid, hlm 11. 

20
 Dahlan Thaib, Kedaulatan Rakyat Negara Hukum Dan Konstitusi (Yogyakarta:  

Liberty, 1999), hlm. 8. 
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Rumusan tersebut di atas memberikan gambaran bahwa pada hakekatnya 

negara tidak lain adalah suatu organisasi dalam bentuk pemerintahan sebagai alat 

untuk mencapai tujuan yaitu melindungi dan menjaga kepentingan rakyat. Dalam 

pandangan lain, demokrasi sebagai suatu gagasan politik merupakan paham yang 

universal sehingga di dalamnya terkandung beberapa elemen sebagai berikut:
21

 

 1.  Penyelenggara kekuasaan berasal dari rakyat; 

 2.  Setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat 

mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah 

ditempuhnya; 

 3.  Diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung; 

 4.  Rotasi kekuasaan dari seseorang atau kelompok ke orang atau 

kelompok yang lainnya, dalam demokrasi peluang akan terjadinya 

rotasi kekuasaan harus ada, dan dilakukan secara teratur dan damai; 

 5.  Adanya proses pemilu, dalam negara demokratis pemilu dilakukan 

secara teratur dalam menjamin hak politik rakyat untuk memilih dan 

dipilih;  

 6.  Adanya kebebasan sebagai HAM, dalam demokrasi setiap warga 

masyarakat dapat menikmati hak-hak dasarnya secara bebas, seperti 

hak untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat dan lain-

lain. 

 Dalam konteks ke-Indonesiaan, Jimly Asshiddiqie juga berpendapat bahwa 

dari segi internal atau kedaulatan internal, dapat dikatakan bahwa UUD 1945 

                                                           
21

 Afan Gaffar, Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar,2005), hlm. 7. 
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menganut paham kedaulatan yang unik. UUD 1945 menggabungkan konsep 

kedaulatan rakyat, kedaulatan hukum dan kedaulatan Tuhan sekaligus.
22

 Pasal 1 

ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa :  

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-

undang dasar”  

 

Ketentuan ini mencerminkan bahwa UUD 1945 menganut kedaulatan rakyat 

atau demokrasi yang dilaksanakan berdasarkan undang-undang dasar atau 

“constitutional democracy”. Sedangkan pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa : 

“Negara Indonesia adalah negara hukum” 

Inilah yang dimaksud dengan paham kedaulatan hukum yang pada 

pokoknya menganut prinsip supremasi hukum. Hukumlah yang menjadi panglima 

tertinggi, bukan politik ataupun ekonomi. Artinya baik konsep kedaulatan rakyat 

maupun kedaulatan hukum sama-sama dianut oleh UUD 1945. Lebih lanjut Jimly 

Asshiddiqie menjelaskan bahwa kedaulatan Tuhan juga dianut dalam UUD 1945 

yang dapat dijelaskan dalam pembukaan UUD 1945, bahwa perjuangan 

kemerdekaan Indonesia dapat berhasil atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa 

dan Kemerdekaan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam Pasal 9 ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 29 ayat 

(1) dan (2) serta pada Pasal 28J UUD 1945.
23

 

 Kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau sering disebut dengan 

demokrasi perwakilan dalam praktiknya yang menjalankan kedaulatan rakyat itu 

adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat (Parlemen). 

                                                           
22

 Jimly Asshiddiqie,  Islam dan Kedaulatan Rakyat,  hlm 149. 

23
 Ibid. 
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Para wakil rakyat tersebut bertindak atas nama rakyat untuk menentukan corak 

dan cara bekerjanya pemerintahan, serta tujuan apa yang hendak dicapai. Agar 

wakil-wakil rakyat benar-benar bertindak atas nama rakyat, maka wakil-wakil itu 

harus ditentukan sendiri oleh rakyat melalui Pemilihan Umum (Pemilu). Peserta 

Pemilu adalah perorangan maupun kelembagaan, meskipun calonnya adalah 

bersifat pribadi mesin politik untuk mendukung kegiatan pencalonan tetap 

diperlukan yang bersifat kelembagaan, itulah yang disebut sebagai Partai Politik. 

 

F. Metode Penelitian 

1.  Jenis dan Sifat Penelitian 

 Penelitian ini berupa penelitian kepustakaan yakni serangkaian 

kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, 

membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.
24

 Sedangkan sifat 

penelitian ini adalah deskriptis analitis yaitu mendeskripsikan dan 

menganalisis tentang urgensi parliamentary threshold terhadap sistem 

pemerintahan presidensial sekaligus mengkomparasikan dengan putusan 

Mahkamah Konstitusi terkait uji materi mengani parliamentary threshold 

yang terdapat dalam Pasal 208 UU. No 8 Tahun 2012. 

2.  Jenis Data Penelitian 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

yang terdiri dari beberapa bahan hukum  

                                                           
24

 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia,  

2004), hlm. 14.  
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a.  Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mencakup seperangkat 

peraturan perundang-undangan.
25

 Adapun bahan hukum primer yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.    

 UU No. 8 tahun 2012 tentang Perubahan atas UU No. 8 tahun 

2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD dan 

DPRD. 

 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. 

 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 52/PUU-X/2012. 

 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-VII/2009. 

b.  Bahan hukum sekunder, yaitu mencakup buku-buku hukum yang 

memuat serangkaian teori dan konsep tentang hukum dan memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer serta bahan-bahan yang 

didapat dari tulisan dan situs internet yang erat kaitannya dengan 

masalah yang akan diteliti.
26

 Buku-buku yang terkait diantaranya 

yaitu: Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Pokok-Pokok Hukum 

Tata Negara Pasca Reformasi  (Jimly Asshiddiqie), Ambang Batas 

Perwakilan; Pengaruh Parliamentary Threshold Terhadap Penyeder-

hanaan Sistem Kepartaian dan Proposionalitas Hasil Pemilu (Didik 

Supriyanto dan August Mellaz), Politik Indonesia; Transisi Menuju 

Demokrasi (Afan Gaffar), Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut 

                                                           
25

 Ade Saptomo, Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum, (Surabaya: Unesa 

University Pres, 2007), hlm. 84. 

26
  Ibid. 
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UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen (Mahmuzar) dan Pokok 

-Pokok Hukum Tata Negara  Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 

(Titik Triwulan Tutik). Sedangkan data-data yang berasal dari internet 

yaitu yang berasal dari website lembaga negara, blogspot, maupun 

lainnya. 

c.  Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.
27

 

Misalnya ensiklopedia, jurnal-jurnal hukum dan sebagainya agar 

diperoleh informasi yang berkaitan dengan permasalahan. Data yang 

berasal dari jurnal yaitu Jurnal Konstitusi, Jurnal Ilmu Hukum, Jurnal 

Pemilu dan Demokrasi, Jurnal Yudisial dan ensiklopedia-

ensiklopedia. 

3. Teknik Pengumpulan Data  

 Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara peneletian 

kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara 

meneliti bahan pustaka. Adapun bahan yang digunakan dalam penulisan 

skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku baik koleksi pribadi maupun 

dari perpustakaan, artikel-artikel baik yang diambil dari media cetak 

maupun elektronik. Setelah data terkumpul selanjutnya penulis melakukan 

pembacaan serta analisis teks sehingga dapat menemukan suatu catatan 

penelitian.  

                                                           
27

 Bambang Sugono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2001), hlm. 117. 
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4. Teknik Analisis Data  

Analisis data adalah tahap yang sangat penting dan menentukan dalam 

setiap penelitian. Di tahap ini penulis harus melakukan pemilahan data-data 

yang telah diperoleh. Penganalisaan data pada hakekatnya merupakan 

kegiatan untuk mengadakan sistemisasi bahan-bahan hukum tertulis untuk 

memudahkan pekerjaan analisis data konstruksi.
28

 Berangkat dari hal 

tersebut, maka diperlukan teknik analisis data agar mempermudah 

pengolahan data menjadi hasil penelitian yang akan dilaporkan. Dalam 

penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah dengan analisis 

kualitatif dengan conten analysis (analisis isi). Pasal-pasal yang ada dalam 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, 

DPRD dan muatan dalam Putusan MK No 52/PUU-X/2012 dan Putusan 

MK No. 3/PUU-VII?2009 serta UU terkait lainnya, dikelompokkan atau 

dikualifikasikan sesuai dengan pokok masalah yang diteliti. Setelah 

dikelompokkan, data tersebut dikaji dan disajikan secara deskriptif. 

 

G.  Sistematika Pembahasan  

 Agar penyusunan skripsi ini terarah sesuai dengan bidang kajian maka 

diperlukan sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini 

adalah sebagai berikut: Bab I Merupakan Pendahuluan, meliputi latar belakang 

masalah, rumusan  masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, telaah 

pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.  

                                                           
28

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.  

251-252. 
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Bab II Merupakan Tinjauan Teoritis tentang Demokrasi dan Parliamentary 

Threshold di Indonesia yang didalamnya membahas mengenai Demokrasi dan 

Demokrasi Konstitusional, Pemilihan Umum, konsep Parliamentary Threshold 

dalama sejarah pemilihan umum, dan Pengaturan Parliamentary threshold dalam 

UU. No 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta 

judicial review terhadapnya. 

Bab III  membahas Mengenai Perkembangan Sistem Pemerintahan 

Presidensial Pasca Amandemen UUD 1945, dalam Bab III ini juga membahas 

mengenai perkembangan sistem pemerintahan sebelum amandemen UUD 1945, 

struktur dan fungsi ketatanegaraan Indonesia Pasac Amandemen khususnya 

lembaga eksekutif dan lembaga legislatif serta hubungan antara DPR dan Presiden 

Pasca Amandemen UUD 1945. 

Bab IV mengenai Analisis urgensi Parliamentary Threshold dalam UU. No. 

8 Tahun 2012 terhadap sistem pemerintahan presidensial, Bab ini merupakan  

jawaban terhadap rumusan permasalahan yaitu Urgensi Parliamentary Threshold 

terhadap sistem pemerintahan presidensial di Indonesia sekaligus membahas 

mengenai parliamentary threshold yang ideal terhadap Sistem Pemerintahan 

Presidensial di Indonesia . 

Bab V Merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. 

Kseimpulan yaitu jawaban singkat terhadap rumusan masalah yang diteliti 

sedangkan saran merupakan bentuk kontribusi berupa rekomendasi terkait dengan 

hasil penelitian tersebut. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan pada pembahasan-pembahasan, maka dapat ditarik simpulan 

sebagai berikut : 

 Parliamentary threshold (PT) yang terdapat dalam Pasal 208 UU No. 8 

Tahun 2012 pada dasarnya merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk 

menguatkan sistem pemerintahan presidensial, karena sistem multipartai 

merupakan bentuk kombinasi yang tidak sesuai dengan  sistem pemerintahan 

presidensial. Seperti yang kita ketahui, salah satu ciri Sistem Pemerintahan 

Presidensial adalah adanya kedudukan yang setara antara lembaga eksekutif dan 

legislatif. Karena  kedudukan keduanya saling keterkaitan antara satu sama 

lainnya, eksekutif membutuhkan dukungan legislatif untuk menajalankan program 

kerjanya, namun adanya fragmentasi politik yang berbeda akibat banyaknya partai 

di parlemen menyebabkan efektifitas pemerintahan menjadi terganggu. 

Parliamentary threshold diakui bukan satu-satunya cara untuk menyederhanakan 

partai politik, namun PT juga harus diakui sebagai salah satu cara yang paling 

efektif karena tidak mengancam eksistensi partai politik tertentu, namun hanya 

partai yang mendapat dukungan dominanlah yang bisa menempatkan wakilnya di 

DPR. 

 Konsep parliamentary threshold yang ideal terhadap sistem pemerintahan 

presidensial adalah: Pertama, PT harus mampu mengakomodir semua golongan. 

Kedua, menaikan besaran PT secara bertahap dan konsituen dari 3,5% menjadi 
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5%. Ketiga, mengakomodir suara yang tidak lolos parliamentary threshold 

melalui proses stembus accourd (penggabungan) terhadap partai politik peserta 

pemilu berdasarkan kesamaan ideologi dengan syarat-syarat tertentu untuk 

menghindari meningkatnya tingkat disproporsionalitas suara. Selain itu, perlu juga 

aturan tambahan pendukung lainnya agar sistem pemerintahan presidensial bisa 

berjalan dengan efektif yaitu : 

1. Memperkuat persyaratan kepengurusan Partai Politik khususnya 

kepengurusan yang mencakup seluruh wilayah kabupaten di Indonesia. 

2. Memperkecil cakupan daerah pemilihan dan mengurangi jumlah fraksi 

3. Melakukan pemilihan secara serentak antara pemilihan presiden dan Pemilu 

Legislatif sebagai langkah dalam memangkas ketergantungan presiden 

terhadap partai politik lewat kontrak koalisi. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan pembahasan tersebut diatas, maka ada beberapa 

saran yang dapat penyusun berikan yaitu : 

1. Perlu adanya perubahan terhadap undang-undang tentang pemilu legislatif 

khususnya terkait dengan pengaturan konsep parliamentary threshold. 

2. Selain menggunakan konsep parliamentary threshold, perlu kiranya regulasi 

lain dalam rangka menguatkan sistem pemerintahan presidensial berupa 

pengetatan persyaratan peserta pemilu, mengurangai jumlah fraksi yang 

berada di parlemen dan memperkecil cakupan daerah pemilihan. 
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